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SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/80/KEP/13/2025

TENTANG

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH DESA
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa, dalam pelaksanaan tukar menukar tanah milik desa
perlu dibentuk Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian
Tukar Menukar Tanah Desa Kabupaten Magelang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6885);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa Kabupaten Magelang
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi
terhadap permohonan tukar menukar tanah desa;

b. melaksanakan pembahasan, pengkajian, peninjauan lokasi dan
verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan
formil terhadap tanah desa yang dilakukan tukar menukar,
calon tanah pengganti dan rencana pengadaan tanah desa yang
dituangkan dalam berita acara;

c. mempertimbangkan kelayakan tanah yang dilepas dan calon
tanah pengganti dari aspek keluasan, produktivitas, sosial dan
prospek;
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d. memberikan saran pertimbangan dan melaporkan hasilnya
kepada Bupati;

e. meneruskan permohonan persetujuan tukar menukar kepada
Gubernur,;

f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tukar
menukar tanah desa maupun aset lainnya; dan

g. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring sampai dengan evaluasi kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kajian Tukar Menukar Tanah
Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung
jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada instansi, pemrakarsa, pemohon,
pengguna tanah, dan/atau pihak yang melakukan tukar menukar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI MAGELANG,
ttd

GRENGSENG PAMUJI

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/80/KEP/13/2025

TENTANG

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH
DESA KABUPATEN MAGELANG

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH DESA KABUPATEN MAGELANG

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4 S
1 | GRENGSENG PAMUJI Bupati Pengarah I Apabila terjadi
2 | H. SAHID, S.H. Wakil Bupati Pengarah 11 pengisian pejabat,
penggantian  pejabat,
3 | Drs. ADI WARYANTO Sekretaris Daerah Ketua pejabat/staf yang baru
4 | BAMBANG HERMANTO, S.STP. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan | Wakil Ketua secara langsung
Rakyat merangkap mengisi/menggantikan
anggota kedudukan dalam Tim
) ) dimaksud.
S5 | GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | Sekretaris
M.M. Desa merangkap
anggota
6 | KATON DWI HANDITO, S.STP. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan | Anggota
Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
7 | Dra. NURFIDIASTUTI Kepala Bidang Prasarana dan Penanggulangan | Anggota
Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan
Pangan
8 | BAMBANG SUDIBYO, S.Pt. Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada | Anggota

Inspektorat
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2 3 5
9 | ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., Kepala Bidang Penataan Ruang dan Anggota
M.T. Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
10 | NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng. | Perancang Peraturan Perundang-undangan | Anggota

Ahli Muda pada Bagian Hukum
11 | WALUYO, A.Ptnh. Penata Pertanahan Pratama pada Kantor | Anggota

Pertanahan Kabupaten Magelang
12 | IVAN ANDIMUHTAROM, S.I.Kom. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama | Anggota

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Salinan sesuai dengan aslinya

RATNA YULIANTY, S.H.,

M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003
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BUPATI MAGELANG,
ttd

GRENGSENG PAMUJI
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